POLRES KUANSING MUSNAHKAN 114 RAKIT PETI, TEGASKAN KOMITMEN
BERANTAS PENAMBANGAN ILEGAL

Sumber gambar:
https://www.cakaplah.com/berita/baca/119827/2025/02/03/polres-kuansing-musnahkan-114-rakit-peti-

tegaskan-komitmen-berantas-penambangan-ilegal/#sthash.pPTOVVKz.dpbs

Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi terus menggencarkan upaya
pemberantasan penambangan emas tanpa izin (PETI). Sejak awal 2024 hingga 2 Februari
2025, sebanyak 114 rakit dari 21 kasus PETI telah dimusnahkan di berbagai kecamatan di
Kuansing.

Kapolres Kuansing, AKBP Angga F. Herlambang, melalui Kasi Humas Iptu Aman
Sembiring, mengungkapkan bahwa Polsek Singingi Hilir mencatat jumlah penindakan
tertinggi dengan 4 kasus dan 22 rakit yang dimusnahkan.

Disusul Polsek Singingi dengan 3 kasus dan 13 rakit, serta Polsek Kuantan Tengah
dengan 4 kasus dan 16 rakit yang diamankan. Sementara itu, tim Polres Kuansing sendiri
berhasil menindak 4 kasus dengan total 39 rakit yang diamankan.

"Kami terus mengimbau masyarakat untuk tidak merusak lingkungan melalui
aktivitas PETI. Hingga saat ini, sudah dilakukan sekitar 143 Kkali sosialisasi guna
meningkatkan kesadaran hukum, khususnya bagi pelaku usaha ilegal,” ujar Iptu Aman
Sembiring, Senin (3/2/2025).
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Lebih lanjut, Kapolres Kuansing menegaskan komitmen pihaknya dalam
memberantas PETI yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi memicu
konflik sosial.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal ini. Penegakan hukum akan
dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan PETI dengan tidak terlibat atau
mendukung kegiatan tersebut,” tegas Kapolres.

Selain penegakan hukum, Polres Kuansing juga mengedepankan langkah-langkah
preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa PETI bukan hanya melanggar hukum,
tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan sosial,”" tambahnya.

Sebagai langkah antisipatif, Polres Kuansing mengimbau masyarakat agar tidak
terlibat dalam aktivitas PETI serta segera melaporkan jika menemukan kegiatan ilegal
tersebut.

"Ini adalah bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban serta
kelestarian lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi,"” pungkasnya.

Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/119827/2025/02/03/polres-kuansing-musnahkan-
114-rakit-peti-tegaskan-komitmen-berantas-penambangan-
legal/#sthash.pPTOVVKz.dpbs, “Polres Kuansing Musnahkan 114 Rakit Peti, Tegaskan
Komitmen Berantas Penambangan llegal”, 3 Februari 2025; dan

2. https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/441263/polres-kuansing-musnahkan-114-
rakit-peti-tegaskan-komitmen-berantas-penambangan-ilegal, “Polres Kuansing
Musnahkan 114 Rakit PETI, Tegaskan Komitmen Berantas Penambangan llegal”,
3 Februari 2025.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuansing diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:
PBB-P2;
BPHTB;
PBJT atas;
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pajak Reklame;
PAT,;
Pajak MBLB;
Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan
Opsen BBNKB
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
PBB-P2;
Pajak Reklame;
PAT,;
Opsen PKB; dan
Opsen BBNKB.
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri

atas:
1. BPHTB;
2. PBJT atas:

a. Makanan dan/atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;
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c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pajak MBLB; dan
Pajak Sarang Burung Walet.
Jenis Retribusi terdiri atas:
Retribusi Jasa Umum;
Retribusi Jasa Usaha; dan
Retribusi Perizinan Tertentu.
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
Pelayanan Kesehatan;
Pelayanan Kebersihan;
Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
Pelayanan Pasar; dan
Pengendalian lalu lintas.
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi

Jasa Usaha meliputi :

1.
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Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan
usaha lainnya;

Penyediaan Tempat Pelelangan lkan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk
fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;

Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;

Pelayanan jasa Kepelabuhanan;

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu

meliputi:

1.
2.

Persetujuan Bangunan Gedung;
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
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Disclaimer:
Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK

Perwakilan Provinsi Riau.
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